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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA BONTANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang Tahun 2021 telah
selesai. LKjIP merupakan salah satu pertanggungjawaban pelaksanaan misi pemerintah kepada pemberi
mandat dan stakeholder atas kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 dalam rangka untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan LK|jIP ini berpedoman dan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 105
Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah
Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa
pengungkapan capaian kinerja yang diperoleh tersebut merupakan hasil implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Daerah (SAKD) yang disajikan menjadi Laporan Kinerja, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri
(Kepmendagri) Nomor 29 tahun 2002 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Penyusunan dan penyajian LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota ini telah
dilakukan secara maksimal namun demikian kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan.
Harapan kami LKjIP ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka mewujudkan Visi Kota
Bontung yaitu “Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang
Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan
Masyarakar”.

Selanjutnya koreksi, tanggapan, saran maupun kritik yang sifatnya membangun sangat kami
harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan ini di masa yang akan datang.
Demikian LKjIP ini disusun. Semoga bermanfaat bagi semua pihak dan atas perhatiannya ::Iiucapkan
terima kasih.

Bontang, 21 Februari 2022

Kepala,
“Drs. USMAN, M.Pd

NIP. 19670720199003 1003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPAN RB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk Tahun Anggaran 2021. LKjIP
merupakan pelaporan pelaksanaan RENSTRA vyang gunakan untuk menyajikan informasi
perbandingan antara capaian kinerja dengan rencana kinerja dan untuk melaporkan capaian kinerja yang
telah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang pada Tahun 2021 secara

transparan.

Berdasarkan indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota membuat Penetapan Kinerja (Performance Agreement) tahun 2021 yang dijabarkan atas 7
Program, 7 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran senilai Rp.147.034.312.645,00.
Penyerapan anggaran sebesar Rp.110.307.424.017,00 atau sebesar 75,02% dan capaian Fisik sebesar
88,74%. Kebijakan Pemerintah Kota, dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak sangat diharapkan
agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

Disamping itu hambatan-hambatan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan kegiatan merupakan
salah satu masukan yang sangat berarti guna mendapatkan alternatif pemecahannya, sehingga prediksi
akan munculnya kendala dalam pencapaian indikator sasaran pada tahun yang akan datang dapat

diminimalkan lagi.
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BAB | PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih
dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban
secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.
Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari

sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bontang, capaian tujuan dan sasaran
pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan
keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi

dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua
pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan  sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab
serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Kota Bontang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Kota Bontang Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan
kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian Kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja

utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.




1.2. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Bontang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah serta
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota. Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan Umum dan

Penataan ruang.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan
Umum dan Penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota dalam melaksanakan tugasnya

menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan Umum dan Penataan

ruang;
4. pelaksanaan administrasi DPUPR; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh kepala OPD yang dalam

pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi
dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA

KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEXRETARIS

KEPAA SUBBAG
FERENCANAAN DAN
KEUANGAN

KEPALA BIDANG SINA KEPALA BIDANG SANITAS! KEPALA BIDANG HINA 1. UPT AR LIMBAH DOMESTIC
MARGA A8 W KONSTRUKS 2. SUBRAG TATA USAHA
DAN SUMSER DAYA AIR

KEPAUA SEXSI KEPALA SERSI
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENG
PEMANFAATAN TATA KEBINAMARGAAN

AUANG DAYA A

KEPALA SEXS) PENATAAN
BANGLINAN
DAN UNGKUNGAN

CIPALA SEXS)
PENGENDALIAN
SANGUNAN DAN RUANG

KEPALA SEXS! SANITAS| DAN
AR MINUM




Susunan kepegawain Dinas PUPR berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3.1. Jenjang Pendidikan Pegawai dan TKD

NO Jenjang Pendidikan Jumlah
PEGAWAI NEGERI SIPIL

1 S2 6 Orang

2 s1 37 Orang
3 D4 2 Orang

4 D3 11 Orang
5 D2 1 Orang

6 SMA/SMK 21 Orang
7 SMP 1 Orang

8 SD 1 Orang
TENAGA KONTRAK DAERAH (TKD)

1 S2

2 S1 22 Orang
3 D4

4 D3

5 D2

6 SMA/SMK 13 Orang
JUMLAH PEGAWAI 115 Orang

1.4. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang harus
diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena efek dari isu ini
berpengaruh terhadap tujuan pembangunan pemerintah yang akan datang. Isu strategis bersifat penting,

mendasar, mendesak dan memberikan efek jangka panjang. Berikut isu strategis dari DPUPR:

1)  Sekretariat

o Jumlah/kuantitas pegawai yang masih kurang;

. Kualitas pegawai perlu ditingkatkan;

° Lambatnya pengkaderan pegawai;

. Rasio SDM antara teknik dan non teknik tidak seimbang;
° Perencanaan keuangan yang belum maksimal,

. Kualitas Kawasan Perkotaan.

2)  Bidang Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air
. Penanganan normalisasi sungai belum tuntas;
° Penanganan pengendalian banjir yang masih bersifat parsial dan belum tuntas;

. Air permukaan/overflow yang bisa berpotensi banjir, namun belum dimanfaatkan;




. Dampak pertumbuhan penduduk/pendatang berdampak pada meningkatnya kebutuhan air dan
listrik;
. Sarana dan prasarana lingkungan permukiman masih belum terpenuhi;

. Penurunan kualitas dan kuantitas air.

3) Bidang Bina Marga

. Rasio jaringan jalan dengan jumlah kendaraan yang masih timpang;

. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Bontang berbanding lurus dengan pertumbuhan kendaraan
bermotor;

° Kondisi jaringan jalan di Bontang yang bersifat terpusat/menjari berdampak pada kemacetan
terpusat;

. Sarana pedestrian jalan belum nyaman akibat sering bongkar pasang utilitas.

4) Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan

. Kebutuhan akan bangunan gedung pemerintahan yang masih belum terpenuhi;

. Penyiapan sumber air bersih masih menggunakan Deepwell/sumur dalam;

o Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang disebabkan oleh tidak pahamnya masyarakat
tentang permasalahan tata ruang;

o Belum maksimalnya pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;

° Banyaknya pelanggaran pemanfaatan ruang akibat kegiatan pembangunan yang tidak melakukan
prosedur perijinan;

. Kualitas Kawasan Perkotaan.

1.5.  Landasan Hukum
LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang ini disusun berdasarkan

beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah;

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP);




6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2013 - 2018.

1.6.  Sistematika
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bontang Kota Bontang
Tahun 2021 adalah :

BAB |1 PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar

Hukum dan Sistematika.

BAB Il PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta

Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP




BAB Il PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintan Tahun 2021 ini, mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1.  Rencana Strategis

Rencana Strategis DPUPR Kota Bontang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui
proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah
yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang
bersangkutan, dalam hal ini DPUPR. Rencana Strategis yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut
dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bontang terkait dengan penetapan/kebijakan
bahwa Rencana Strategis DPUPR Kota Bontang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian
akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Kota Bontang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi
daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bontang Tahun 2017-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kota Bontang telah
melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2017-
2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra DPUPR Kota Bontang
merupakan hasil kesepakatan bersama antara DPUPR Kota Bontang dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra DPUPR Kota Bontang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja
(Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam dimuat
program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1) Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan
seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kota Bontang. Visi DPUPR Kota Kota
Bontang Tahun 2017-2021 adalah Menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri
yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan
masyarakat.

2) Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kota
Bontang Tahun 2017 - 2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

a. Menjadikan kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia;

b. Menjadikan kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup;
| 6




NO

c. Menjadikan kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian

berbasis sektor maritim.

3) Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5

(lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan

pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari

tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk

mencapai Visi dan Misi DPUPR Kota Bontang Tahun 2017-2021 sebanyak 6 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan

tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kota

Bontang sebagai berikut :
Tabel 2.1.1.

MISI TUJUAN

Misi 2 : Menjadikan Kota
Bontang sebagai Green City
melalui Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup lingkungan

Misi 2 : Menjadikan Kota
Bontang sebagai Green City
melalui Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup

kota yang rama
lingkungan

Misi 2 : Menjadikan Kota
Bontang sebagai Green City
melalui Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup

Meningkatkan
penataan dan
pemanfaatan
ruang
berkelanjutan

Misi 3 : Menjadikan Kota
Bontang sebagai Creative
City melalui pengembangan
kegiatan pereknomian
berbasis sektor maritim

Peningkatan
daya saing
ekonomi Kota
Bontang

Misi 2 : Menjadikan Kota
Bontang sebagai Green City
melalui Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup

Meningkatkan
penataan dan
pemanfaatan
ruang

berkelanjutan

INDIKATOR
TUJUAN

Mengembangkan | Pelayanan
kota yang ramah | air minum

Mengembangkan | Pelayanan
h | pengelolaan

sanitasi

Penataan
dan
pemanfaatan
ruang

berkelanjutan

Infrastruktur
kota

Penataan
dan
pemanfaatan
ruang

berkelanjutan

SASARAN

Meningkatnya
Akses
Pelayanan Air
Minum

Meningkatnya
Cakupan
Pengelolaan
Sanitasi

Meningkatnya
pengelolaan
mitigasi dan
penanganan
bencana

Tersedianya
infrastruktur
kota yang
memadai
sesuai dengan
perkembangan
kota

Terwujudnya
perencanaan,
pemanfaatan
dan
pengendalian
tata ruang kota

Muisi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

TARGET KINERJA PADA

INDIKATOR TAHUN
KINERJA
2017 2018 2019 2020 2021
Persentase 85 98 |97,75/99,29| 100
penduduk yang
terlayani
Persentase rumah 96 |97,38/97,40/99,52| 100

tangga bersanitasi

Luas wilayah 37,78|29,19 | 26,28 | 26,28 | 13,91

kebanjiran/tergenang

Persentase jalan 88,19 90,63 97,84 | 99,95 91,45

dalam kondisi baik

Persentase 65 70 52 52 52

pemanfaatan ruang
yang sesuai dengan
RDTR dan peraturan
zonasi



NO

MISI

Misi 3 : Menjadikan Kota
Bontang sebagai Creative
City melalui pengembangan
kegiatan pereknomian

berbasis sektor maritim

TUJUAN

Peningkatan
daya

saing ekonomi
Kota Bontang

TARGET KINERJA PADA

TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021

INDIKATOR INDIKATOR
TUJUAN SASARAN KINERJA

yang
berkelanjutan

Infrastruktur | Tersedianya | Jumlah

kota gedung/kantor | gedung/kantor yang
yang representatif
representatif

subkegiatan. Penjabaran tujuan dan sasaran tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.2. Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam pelaksanaannya di DPUPR, tujuan dan sasaran dijabarkan pada program, kegiatan dan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sasaran Indikator Target Satuan
e Nz Program Kegiatan Sub Kegiatan
Meningkatnya | Jumlah Program Pengelolaan dan Penyusunan Rencana, Kebijakan, 12 Dokumen
akses penduduk Pengelolaan | Pengembangan Sistem | Strategi dan Teknis SPAM
pelayanan yang terlayani dan Penyediaan Air Minum .
air minum Pengemban | (SPAM) di Daerah Pembangunan SPAM Jaringan 24 Paket
gan Sistem Kabupaten/Kota Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Penyediaan
Air Minum Supervisi 1 Kegiatan
Pembangunan/Peningkatan/
Perluasan/Perbaikan SPAM
Perluasan SPAM Jaringan 4000 Meter
Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Perbaikan SPAM Jaringan 1 Unit
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Meningkatnya | Presentase Program Pengelolaan dan Pembangunan/Penyediaan 1& Unit & SR
cakupan Rumah Pengelolaan | Pengembangan Sistem | Sistem Pengelolaan Air Limbah 200
pengelolaan Tangga dan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
sanitasi Bersanitasi Pengemban | dalam Daerah
gan Sistem Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem | 6 & 12 | Unit & Orang
Air Limbah Pengelolaan Air Limbah Domestik
Penyusunan Rencana, Kebijakan, 4 Dokumen
Strategi dan Teknis Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya | Luas wilayah Program Pengelolaan SDA dan Penyusunan Rencana Teknis dan 4 Dokumen
Pengelolaan kebanjiran Pengelolaan | Bangunan Pengaman Dokumen Lingkungan Hidup
Mitigasi dan Sumber Pantai pada Wilayah untuk Konstruksi Bendungan,
Penanganan Daya Air Sungai (WS) dalam 1 Embung, dan Bangunan
Berencana (SDA) (satu) Penampung Air Lainnya
Daerah Penyusunan Rencana Teknis dan 15 Dokumen
Kabupaten/Kota Dokumen Lingkungan Hidup
untuk Konstruksi Pengendali
Banjir, Lahar, Drainase Utama
Perkotaan dan Pengaman Pantai
Pembangunan Tanggul Sungai 1& Paket & Meter
1906
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Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

s | R
! ! Program Kegiatan Sub Kegiatan
Pembangunan Pintu Air/Bendung Paket | 1
Pengendali Banjir
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Meter | 800
Tebing
Revitalisasi Danau M3 20
Operasi dan Pemeliharaan 1000 Meter & Paket
Sungai &1
Program Pengelolaan dan Penyusunan Rencana, Kebijakan, 5&1 Dokumen &
Pengelolaan | Pengembangan Sistem | Strategi dan Teknis Sistem Sistem
dan Drainase yang Drainase Perkotaan
Pengemban | Terhubung Langsung
gan Sistem dengan Sungai dalam Peningkatan Saluran Drainase 2200 | Meter
Drainase Daerah Perkotaan
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Saluran Drainase 2750 Meter
Perkotaan
Operasi dan Pemeliharaan Sistem 200 Meter
Drainase
Pembangunan Sistem Drainase 40 & Meter
Perkotaan 9050
Supervisi 10 Laporan
Pembangunan/Peningkatan/
Rehabilitasi Sistem Drainase
Perkotaan
Tersedianya Jalan Dalam Program Penyelenggaraan Rekonstruksi Jalan 3800 Meter
infrastruktur Kondisi Baik Penyelengg Jalan Kabupaten/Kota
kota yang araan Jalan Pembangunan Jalan 750 Meter
memadai
sesual Survey Kondisi Jalan/Jembatan 433 & | Ruas Jalan &
denkgan 57 Jembatan
Eer embanga Pembangunan Jembatan 1 Unit
kota Pemeliharaan Rutin Jalan 550 Meter
Rehabilitasi Jalan 1000 Meter
Terwujudnya Prosentase Program Koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi 10& Site Plan &
perencanaan, Pemanfaatan Penyelengg Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk 100 SKTR
pemanfaatan Ruang araan Pemanfaatan Ruang Investasi dan Pembangunan
dan yang sesuai Penataan Daerah Daerah
pengendalian Dengan Ruang Kabupaten/Kota Koordinasi Pelaksanaan 10 1zin
tata ruang RDTR dan Penataan Ruang
kota Peraturan
yang Zonasi Penetapan Rencana Pelaksanaan Persetujuan 1 Perkada
berkelanjutan Tata Ruang Wilayah Substansi, Evaluasi, Konsultasi
(RTRW) dan Rencana Evaluasi dan Penetapan RRTR
Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota
(RRTR)
Kabupaten/Kota
Terlaksananya | Jumlah Program Penyelenggaraan Pembangunan dan 1 Unit
pembangunan | gedung/kantor | Pengemban Infrastruktur pada Pengembangan Infrastruktur
gedung/kantor | yang gan Permukiman di Kawasan Permukiman di
terbangun Permukiman | Kawasan Strategis Kawasan Strategis Daerah

Daerah
Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota




2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang

baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan Indikator Kinerja

Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing OPD. Adapun penetapan Indikator Kinerja

Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kota Bontang tahun 2021 adalah sebagai

berikut:

SASARAN

NO STRATEGIS

1 | Meningkatnya
Akses Pelayanan
Air Minum

2 | Meningkatnya
Cakupan
Pengelolaan
Sanitasi

3 | Meningkatnya
pengelolaan
mitigasi dan
penanganan
bencana

4 | Tersedianya
infrastruktur kota
yang memadai
sesuai dengan
perkembangan
kota

5 | Terwujudnya
perencanaan,
pemanfaatan dan
pengendalian tata
ruang kota yang
berkelanjutan

6 | Terlaksananya
pembangunan
gedung/kantor

Tabel 2.2.1. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA

Persentase penduduk
yang terlayani

Rumah tangga
bersanitasi

Luas wilayah
kebanjiran/tergenang

Jalan dalam kondisi
baik

Prosentase
pemanfaatan ruang
yang sesuai dengan
RDTR dan peraturan
zonasi

Jumlah gedung/kantor
yang terbangun

SATUAN

ALASAN

Persen Mewujudkan
penduduk yang
terlayani akses

pelayanan air minum

Persen Mewujudkan
lingkungan rumah
tangga yang bersih,
sehat dan layak di

masyarakat

Ha Menyelesaikan
permasalahan banijir
dan wilayah
tergenang

Persen Menyediakan
infrastruktur kota
sebagai sarana
dalam
mengembangkan

kota

Persen Mewujudkan
terciptanya
pembangunan yang

tertib ruang

Unit Menyediakan gedung
kantor yang
representatif

PENJELASAN

FORMULASI /
RUMUS
PERITUNGAN

Jumlah Rumah
Tangga yang
Mendapatkan

Akses Air

Minum/Jumlah

Seluruh Rumah

Tangga x 100%

Jumlah Rumah
Tangga

Bersanitasi/Jumlah

Seluruh Rumah
Tangga x 100%

Luas Wilayah
Tergenang

Panjang Jalan
Kondisi

Baik/Panjang Jalan
Seluruhnya x 100%

Pemanfaatan
Ruang Sesuai
RDTR/Luasan
Perencanaan
Dalam RDTR x
100%

Jumlah Unit

SUMBER
DATA

Dinas
Pekerjaan
Umum &
Penataan

Ruang

Dinas
Pekerjaan
Umum &
Penataan

Ruang

Dinas
Pekerjaan
Umum &
Penataan

Ruang

Dinas
Pekerjaan
Umum &
Penataan

Ruang

Dinas
Pekerjaan
Umum &
Penataan

Ruang

Dinas
Pekerjaan
Umum &
Penataan

Ruang
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2.3.  Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting

dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang

memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang

dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari

sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan

dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan

instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang Tahun 2017-2021, dokumen Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, DPUPR Kota Bontang telah menetapkan Perjanjian Kinerja

Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.1. Perjanjian Kinerja

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Target Ff‘er;ﬁgg:g;]
1 |Meningkatnya Akses Persentase penduduk yang Program 100% 12.793.184.716,00
Pelayanan Air Minum terlayani Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem
Penyediaan Air
Minum
2 | Meningkatnya Cakupan |Rumah tangga bersanitasi Program 100% 8.077.215.149,00
Pengelolaan Sanitasi Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Air
Limbah
3 | Meningkatnya Luas wilayah Program 13,91 Ha 36.945.429.618,00
pengelolaan mitigasi dan | kebanjiran/tergenang Pengelolaan
penanganan bencana Sumber Daya Air
(SDA)
Program 13.868.476.435,00
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Drainase
4 | Tersedianya infrastruktur | Jalan dalam kondisi baik Program 91,45% 37.329.161.876,00
kota yang memadai Penyelenggaraan
sesuai dengan Jalan
perkembangan kota
5 | Terwujudnya Prosentase pemanfaatan ruang |Program 52% 695.660.000,00
perencanaan, yang sesuai dengan RDTR dan |Penyelenggaraan
pemanfaatan dan peraturan zonasi Penataan Ruang
pengendalian tata ruang
kota yang berkelanjutan
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. . N Anggaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Target Perubahan
6 | Terlaksananya Jumlah gedung/kantor yang Program 1 Unit 56.215.814.720,00
pembangunan terbangun Pengembangan
gedung/kantor Permukiman

Dalam pelaksanaannya, indikator Kinerja sasaran dijabarkan dalam RKT pada program,

kegiatan dan subkegiatan. Penjabaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.2. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No

Tujuan

Sasaran
Kinerja

Indikator
Kinerja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Target

Satuan

Mengembangkan
kota yang ramah
lingkungan

Meningkatnya
akses pelayanan
air minum

Jumlah
penduduk
yang terlayani

Program
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem
Penyediaan Air
Minum

Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem
Penyediaan Air
Minum (SPAM) di
Daerah
Kabupaten/Kota

Penyusunan
Rencana,
Kebijakan,
Strategi dan
Teknis SPAM

12

Dokumen

Pembangunan
SPAM Jaringan
Perpipaan di
Kawasan
Perkotaan

24

Paket

Supervisi
Pembangunan/
Peningkatan/
Perluasan/
Perbaikan
SPAM

Kegiatan

Perluasan
SPAM Jaringan
Perpipaan di
Kawasan
Perkotaan

4000

Meter

Perbaikan
SPAM Jaringan
Perpipaan di
Kawasan
Perdesaan

Unit

Meningkatnya
cakupan
pengelolaan
sanitasi

Presentase
Rumah
Tangga
Bersanitasi

Program
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Air Limbah

Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Air Limbah
Domestik dalam
Daerah
Kabupaten/ Kota

Pembangunan/P
enyediaan
Sistem
Pengelolaan Air
Limbah Terpusat
Skala
Permukiman

1&
200

Unit & SR

Operasi dan
Pemeliharaan
Sistem
Pengelolaan Air
Limbah
Domestik

6&12

Unit &
Orang

Penyusunan
Rencana,
Kebijakan,
Strategi dan
Teknis Sistem
Pengelolaan Air
Limbah
Domestik dalam
Daerah
Kabupaten/Kota

Dokumen
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No

Tujuan

Sasaran
Kinerja

Indikator
Kinerja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Target

Satuan

Meningkatkan
penataan dan
pemanfaatan
ruang

berkelanjutan

Meningkatnya
Pengelolaan
Mitigasi dan
Penanganan
Berencana

Luas wilayah
kebanjiran

Program
Pengelolaan
Sumber Daya Air
(SDA)

Pengelolaan SDA
dan Bangunan
Pengaman Pantai
pada Wilayah
Sungai (WS)
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/ Kota

Penyusunan
Rencana Teknis
dan Dokumen
Lingkungan
Hidup untuk
Konstruksi
Bendungan,
Embung, dan
Bangunan
Penampung Air
Lainnya

Dokumen

Penyusunan
Rencana Teknis
dan Dokumen
Lingkungan
Hidup untuk
Konstruksi
Pengendali
Banijir, Lahar,
Drainase Utama
Perkotaan dan
Pengaman
Pantai

15

Dokumen

Pembangunan
Tanggul Sungai

1&
1906

Paket &
Meter

Pembangunan
Pintu
Air/Bendung
Pengendali
Banjir

Paket

1

Rehabilitasi
Bangunan
Perkuatan
Tebing

Meter

800

Revitalisasi
Danau

M3

20

Operasi dan
Pemeliharaan
Sungai

1000
&1

Meter &
Paket

Program
Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Drainase

Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Drainase
yang Terhubung
Langsung dengan
Sungai dalam
Daerah
Kabupaten/ Kota

Penyusunan
Rencana,
Kebijakan,
Strategi dan
Teknis Sistem
Drainase
Perkotaan

5&1

Dokumen
& Sistem

Peningkatan
Saluran
Drainase
Perkotaan

2200

Meter

Rehabilitasi
Saluran
Drainase
Perkotaan

2750

Meter

Operasi dan
Pemeliharaan
Sistem Drainase

200

Meter

Pembangunan
Sistem Drainase
Perkotaan

40 &
9050

Meter

Supervisi
Pembangunan/P
eningkatan/
Rehabilitasi
Sistem Drainase
Perkotaan

10

Laporan

Peningkatan daya
saing ekonomi
Kota Bontang

Tersedianya
infrastruktur
kota yang
memadai sesuai

Jalan Dalam
Kondisi Baik

Program
Penyelenggaraan
Jalan

Penyelenggaraan
Jalan Kabupaten/
Kota

Rekonstruksi
Jalan

3800

Meter

Pembangunan
Jalan

750

Meter
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Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No Tujuan SKeilrS'naerra: Ir}l((iilnkee:'ggr Target Satuan
! ! Program Kegiatan Sub Kegiatan
dengan Survey Kondisi 433 & | Ruas
perkembangan Jalan/Jembatan 57 Jalan &
kota Jembatan
Pembangunan 1 Unit
Jembatan
Pemeliharaan 550 Meter
Rutin Jalan
Rehabilitasi 1000 Meter
Jalan
4 Meningkatkan Terwujudnya Prosentase Program Koordinasi dan Koordinasi dan 10 & Site Plan
penataan dan perencanaan, Pemanfaatan Penyelenggaraan Sinkronisasi Sinkronisasi 100 & SKTR
pemanfaatan pemanfaatan Ruang Penataan Ruang Pemanfaatan Pemanfaatan
ruang dan yang sesuai Ruang Daerah Ruang untuk
berkelanjutan pengendalian Dengan Kabupaten/ Kota Investasi dan
tata ruang kota RDTR dan Pembangunan
yang Peraturan Daerah
berkelanjutan Zonasi Koordinasi 10 1zin
Pelaksanaan
Penataan Ruang
Penetapan Pelaksanaan 1 Perkada
Rencana Tata Persetujuan
Ruang Wilayah Substansi,
(RTRW) dan Evaluasi,
Rencana Rinci Konsultasi
Tata Ruang Evaluasi dan
(RRTR) Penetapan
Kabupaten/Kota RRTR
Kabupaten/Kota
5 Peningkatan daya | Terlaksananya Jumlah Program Penyelenggaraan Pembangunan 1 Unit
saing ekonomi pembangunan gedung/kantor | Pengembangan Infrastruktur pada dan
Kota Bontang gedung/kantor yang Permukiman Permukiman di Pengembangan
terbangun Kawasan Strategis | Infrastruktur
Daerah Kawasan
Kabupaten/ Kota Permukiman di
Kawasan
Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
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BAB 111 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau
pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kota Bontang selaku pengemban amanah
masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kota Bontang yang dibuat sesuai ketentuan yang
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan
gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan
dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai dengan
ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota.

3.1.  Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya
Pada tahun 2020 Tim Reviu SAKIP Inspektorat Daerah Kota Bontang telah melakukan evaluasi
atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Bontang Tahun 2020 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

No. Komponen yang Dinilai Bobot Nilai Hasil Evaluasi
Tahun 2019 Tahun 2020
1 Perencanaan Kinerja 30 24,62 24,62
2 Pengukuran Kinerja 25 17,19 17,19
3 Pelaporan Kinerja 15 10,34 10,61
4 Evaluasi Internal 10 6,37 6,66
5 Pencapaian Sasaran/Kinerja 20 13,85 13,50
Organisasi
Nilai Hasil Evaluasi 100 72,37 72,57

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2020 menunjukkan bahwa DPUPR termasuk
dalam kategori BB (>70-80) dengan interpretasi Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, Memiliki
Sistem Manajemen Kinerja yang Andal. Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Reviu SAKIP Inspektorat
Daerah juga menyampaikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada tahun anggaran selanjutnya.
Berikut rekomendasi, rencana tindaklanjut dan hasil tindaklanjut LHE SAKIP DPUPR Tahun 2020:
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Tabel 3.1.2. Tabel Rekomendasi, Rencana Tindaklanjut dan Hasil Tindaklanjut LHE
SAKIP DPUPR Tahun 2020

Rekomendasi

Rencana
Tindaklanjut

Target Periodik

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun | Jul | Ags

Sep

Okt

Nov

Des

Hasil Tindaklanjut

Menyelaraskan Dokumen Penyusunan
dokumen RENSTRA RENSTRA 2021-2026
RENSTRA dan periode telah disahkan pada
RPJMD untuk berikutnya 04 November 2021
kedepannya disusun selaras dan telah

dengan RPJMD menyesuaikan

Kepala Daerah RPJMD Kepala

Terpilih. Daerah Terpilih.
Memberikan Memberikan Arahan dan

pengarahan dan
pengorganisasian
terkait Rencana
Aksi kepada
seluruh anggota
Perangkat Daerah

pengarahan dan
pengorganisasian
terkait Rencana
Aksi kepada
seluruh anggota
Perangkat
Daerah secara
triwulan
beriringan
dengan Laporan
Monitoring
Rencana Aksi per
Triwulan.

pengorganisasian
terkait Rencana Aksi
belum dilaksanakan.
Kedepannya
diharapkan dapat
terlaksana dan dapat
memberikan evaluasi
dan tindaklanjut yang
nyata.

Mensosialisasikan
secara rutin
Rencana Aksi
serta memonitor
secara berkala

Monitoring
Rencana Aksi
dilakukan berkala
(triwulan) dan
disosialisasikan

Sosialisasi rutin
Rencana Aksi belum
dapat dilaksanakan
akan tetapi monitoring
secara berkala telah

tingkat secara rutin. dilaksanakan per
pencapaian triwulan.
Rencana Aksi
tersebut
Memanfaatkan Penyusunan PK- Penyusunan dokumen
IKU dalam IKI esselon pada perencanaan dan
penyusunan masing-masing penganggaran (Murni,
dokumen bidang terkait Pergeseran dan
perencanaan dan | berdasarakan Perubahan) telah
penganggaran dari IKU Kepala memanfaatkan IKU.
Dinas. Hal ini dapat dilihat
dari cascading serta
PK-IKI pada masing-
masing bidang
Melakukan Pengumpulan Pengumpulan data
pengumpulan data kinerja telah dilaksanakan
data kinerja dilakukan setiap dengan meminta data

secara andal, baik
penyajian data
dan cara
perhitungan

bulannya dan
dilakukan
perhitungan
sesuai dengan
target yang telah
ditetapkan. Data
yang kumpulkan
diperoleh dari
masing-masing
bidang terkait.

valid dari bidang
terkait dan diolah
sesuai dengan
masing-masing cara
perhitunggannya.

Melakukan
pengumpulan
data secara
berkala

Pengumpulan
data kinerja
dilakukan setiap
bulan serta
triwulan.

Pengumpulan data
telah dilaksanakan
secara berkala dalam
Laporan Bulanan
Radalog, Laporan
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Rekomendasi

Rencana
Tindaklanjut

Target Periodik

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun | Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

Hasil Tindaklanjut

(bulanan/triwulan/
semesteran)

Perhitungan
dilakukan sesuai
dengan target
yang telah
ditetapkan. Data
yang kumpulkan
diperoleh dari
masing-masing
bidang terkait.
Untuk data
realisasi
keuangan
langsung
dilakukan
penarikan data
sesuai dengan
periode laporan
yang harus
disusun.

Evaluasi Renja per
Triwulan serta
Laporan Monitoring
Sasaran Kinerja per
Triwulan.

Memanfaatkan
IKU dalam
penilaian kinerja
perangkat daerah

Melakukan
pemaparan
terkait IKU dalam
dokumen LKjIP.

IKU telah digunakan
dalam penilaian
kinerja perangkat
daerah dan dijabarkan
dalam LKjIP DPUPR.

Memanfaatkan
target-target
dalam Rencana
Aksi sebagai
dasar
pelaksanaan
setiap kegiatan
dan acuan dalam

Pelaksanaan
kegiatan
dilakukan sesuai
dengan Rencana
Aksi yang telah
disusun.

Pelaksanaan kegiatan
sebagian besar telah
dilaksanakan sesuai
target output dalam
Rencana Aksi akan
tetapi hasil evaluasi
belum dijadikan acuan
dalam mengevaluasi

mengevaluasi capaian output
capaian output kegiatan.

kegiatan

Melakukan Pengumpulan Telah dibuat Laporan

pengumpulan
data kinerja atas
Rencana Aksi
secara berkala

data Rencana
Aksi dilakukan
setiap triwulan.
Data yang
kumpulkan
diperoleh dari
masing-masing
bidang terkait.

Monitoring Rencana
Aksi per Triwulan.

Pengukuran
kinerja organisasi
dijadikan dasar
dalam pemberian
reward dan
punishment

Dilakukannya
pemberian
reward dan
punishment
terkait kinerja
pada pegawai
setiap bulannya.

Belum dapat
dilaksanakannya
pemberian reward
dan punishment
terkait kinerja
pegawai. Kedepannya
akan dilakukan
evaluasi dan
dilaksanakan.

Informasi kinerja
yang disajikan
harus dapat
digunakan untuk
penilaian dan
peningkatan
kinerja

Menyusun
laporan
monitoring dan
evaluasi terkait
kinerja serta
dilakukan
tindaklanjut atas
evaluasi dari
laporan tersebut.

Telah dibuat Laporan
Monitoring Target
Capaian Kinerja per
Triwulan. Kedepannya
akan digunakan untuk
penilaian dan
peningkatan kinerja.
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Target Periodik

; Rencana g g

RE T ENeEE Tindaklanjut Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des BRI LG
Menyusun Menyusun Telah dibuat Laporan
Laporan Hasil Laporan Hasil Monitoring Rencana
Pemantauan Pemantauan Aksi per Triwulan.
Rencana Aksi Rencana Aksi Kedepannya akan
secara berkala secara berkala digunakan sebagai
dengan dan menyajikan dasar penyajian
menyajikan informasi terkait informasi alternatif
informasi terkait perbaikan dan perbaikan dan
alternatif membahas tindaklanjut hasil dari
perbaikan yang dengan masing- evaluasi Rencana
dapat masing pihak AKsi.
dilaksanakan dan | yang
membahasnya berkepentingan.
dengan pihak- Hasil tindaklanjut
pihak yang tersebut

berkepentingan,
serta melaporkan

dilaporkan dan
dilaksanakan

hasil tindaklanjut triwulan

atas seluruh beriringan

rekomendasi dari | dengan Laporan

hasil evaluasi Monitoring

Rencana Aksi Rencana Aksi.

Menyajikan dalam | Menyajikan Analisis efisiensi

Laporan Kinerja
informasi tentang

perhitungan
analisis efisiensi

penggunaan sumber
daya telah disajikan

analisis efisiensi penggunaaan dalam LKjIP DPUPR
penggunaan sumber daya Tahun 2021.
sumber daya dalam LKjIP.
Menindaklanjuti Melaksanakan Telah dibuat Laporan
Hasil Evaluasi hasil evaluasi Monitoring Rencana
Rencana Aksi Laporan Aksi per Triwulan.
yang telah Monitoring Kedepannya akan
disusun dalam Rencana Aksi digunakan sebagai
bentuk langkah sebagai dasar penyajian
kerja yang nyata tindaklanjut untuk informasi alternatif
perbaikan perbaikan dan
pelaksanaan tindaklanjut hasil dari
kegiatan. evaluasi Rencana

Aksi.

3.2.

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi

pemerintah. Pengukuran Kkinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor

239/1X/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian Kinerja sasaran

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas

capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan

pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :
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Tabel 3.2.1. Skala Pengukuran Ordinal

Persentase Predikat Kode Warna
< 100% Tidak Tercapai
=100% Tercapai/ Sesuai Target
> 100% Melebihi Target

Predikat capaian Kinerja untuk realisasi capaian kinerja dapat diukur dengan nilai interval sesuai
pengkategorian nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan

kategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.2. Predikat Capaian Kinerja

No Kategori/lnterpretasi Rata-Rata % Capaian Kode Warna
1 [AA (Sangat Memuaskan) (>90 - 100)

2 | A (Memuaskan) (>80 -90)

3 | BB (Sangat Baik) (> 70 - 80)

4 |B(Baik) (> 60 - 70)

5 | CC (Cukup) (> 50 - 60)

6 |C (Kurang) (>30-50)

7 | D (Sangat Kurang) (>0-30)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian Kkinerja untuk
memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya

kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, DPUPR Kota Bontang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat
pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator Kinerja kegiatan, dan penilaian
tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra 2017-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama, telah ditetapkan

sebanyak 6 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja (out comes).
3.3.  Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi
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kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung
dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU
digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran

atas indikator kinerja utama tahun 2021 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3.1. Capaian Indikator Kinerja

No sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi | Capaian %
Meningkatnya akses Meningkatnya Akses Pelayanan

1 pelayanan air minum Air Minum persen 100 81,18

2 Meningkatnya ca_kupan Meningkatnya Ca_kupan Persen 100 94.96
pengelolaan sanitasi Pengelolaan Sanitasi
Meningkatnya Pengelolaan | Meningkatnya pengelolaan mitigasi

3 | Mitigasi dan Penanganan dan penanganan bencana Ha 13,91 22,86
Berencana
Tersedianya infrastruktur Tersedianya infrastruktur kota yang

4 |kota yang memadai sesuai | memadai sesuai dengan Persen 89,99 89,99
dengan perkembangan kota | perkembangan kota
Terwujudnya perencanaan, | Terwujudnya perencanaan,

5 pemanfaat_an dan pemanfaatan dan pengendalle}n Persen 52 48
pengendalian tata ruang tata ruang kota yang berkelanjutan
kota yang berkelanjutan
Terlaksananya Jumlah gedung/kantor yang

6 | pembangunan gedung/ terbangun Persen 1 Unit 1 Unit
kantor

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai

berikut:

° Capaian kinerja yang tidak memenuhi atau kurang dari target ditunjukan pada indikator Luas
wilayah kebanjiran/tergenang, dengan capaian kinerja 60,85%.

. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator Jalan dalam
kondisi baik dan Jumlah gedung/kantor yang terbangun, dengan capaian kinerja 100%.

. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukan pada indikator Persentase penduduk
yang terlayani dengan capaian Kinerja 81,18%, pada indikator Rumah tangga bersanitasi dengan
capaian kinerja 94,96%, pada indikator Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RDTR

dan peraturan zonasi dengan capaian kinerja 92,31%.

3.4.  Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SPM

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang
berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM harus menjamin akses masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan

oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan
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prinsip-prinsip SPM vyaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat

dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum. Jenis pelayanan dasar yang tertuang
dalam standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum adalah:
1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar
untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Kota Bontang khususnya bidang Pekerjaan Umum adalah terpenuhinya kebutuhan pokok
sehari-hari dan menyediakan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan kebijakan:

1) Pemenuhan kebutuhan domestik berupa kebutuhan pokok sehari hari (minum masak, mandi, cuci,
dan higienis) dengan jumlah minimal 60 liter/orang/hari;
2) Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik.

Target SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Kota Bontang Tahun 2021 disajikan
sebagai berikut:

Tabel 3.4.1. Target SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal

Batas Waktu Pencapaian

N (Tahun)

Indikator Nilai

1 Jumlah warga Negara yang
memperoleh kebutuhan 100% 2021
pokok air minum sehari-hari
2 Jumlah warga Negara yang
memperoleh layanan
pengolahan air limbah
domestik

100% 2021

Realisasi pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021 dapat dilihat pada
tabel:

Tabel 3.4.2. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal

No. Pembiayaan (Rp) Realisasi
Indikator Nilai

1 Jumlah warga Negara
yang memperoleh

0,
kebutuhan pokok air 83,53 12.793.184.716,00 71,29%
minum sehari-hari
2 Jumlah warga Negara
yang memperoleh 94,91 8.077.215.149,00 96,65%

layanan pengolahan air
limbah domestik
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Presentase jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari di
Kota Bontang adalah 83,53%. Kebutuhan pokok air minum yang diperoleh oleh warga merupakan air
minum yang di akses melalui jaringan perpipaan yang dikelola olehn PDAM Tirta Taman Kota Bontang,
beberapa perusahaan yang ada di Kota Bontang serta air minum bukan jaringan perpipaan. Presentase
jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik adalah 94,91%.
Presentase ini didapatkan melalui jumlah warga yang memiliki septictank individual, septictank
komunal dan layanan air limbah domestik yang ada di Kota Bontang.

Alokasi anggaran tahun 2021 di DPUPR Kota Bontang dalam rangka pencapaian target Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK APBN) sebesar
Rp11.412.976.000,00 dan APBD Kota Bontang Rp9.457.423.865,00 dengan total
Rp20.870.399.865,00.

Dalam pelakasanaannya, Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum mengalami
permasalahan yang harus dihadapi. Berikut permsalahan dan solusi dalam pelaksanaan SPM Bidang
Pekerjaan Umum:

Tabel 3.4.3. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM

No. Jenis Pelayanan Dasar Permasalahan Solusi
1 Jumlah penduduk yang memperoleh | - Belum adanya perancanaan - Koordinasi antar wilayah dalam
kebutuhan pokok air minum sehari- secara menyeluruh terkait memanfaatkan potensi air baku yang
hari pendataan rumah tangga terlayani | dapat dikembangkan menjadi air
air minum minum
- Belum tersedianya air baku - Perlunya kajian terhadap jumlah
permukaan ketersediaan air baku menjadi air

minum tanpa mengurangi
penggunanaan air baku untuk
kepentingan lain

2 Jumlah penduduk yang memperoleh | - Minimnya perencanaan karena - Perlunya sistem pendataan dan
layanan pengolahan air limbah kurang validnya data terkait inventarisasi data terkait penyusunan
domestik penerapan SPM dan penerapan SPM

- Minimnya koordinasi antar OPD - Perlu ada Tim SPM tingkat
pengampuh SPM terkait kabupaten/kota yang mengkoordinsi
kebutuhan data penyusunan SPM | setiap OPD pengampuh SPM

- Tidak ada database yang valid - Ada sebuah tim yang bertanggung
yang dapat menjadi standar acuan | jawab sebagai sumber database yang
dalam penyusunan SPM valid

- Kurangnya anggaran terkait - Adanya alokasi anggaran yang
penerapan SPM memadai terkait kegiatan-kegiatan

yang mendukung pencapaian
penerapan SPM

3.5. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang telah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra
2017-2021. Jumlah sasaran pada tahun 2021 yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi adalah
sebanyak 6 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 6.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai

dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan
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program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

¢ Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

o Kkinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

¢ Kinerja nyata dengan target akhir renstra.

Selanjutnya pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021
dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 6 sasaran dan
sebanyak 6 indikator kinerja dari sebanyak 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kota Bontang tahun 2017-2021, analisis pencapaian kinerja

dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.1
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum

. Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No "I’(ci‘:]';e:}gr Satuan % % % % %
Target | Realisasi Target | Realisasi Target | Realisasi Target | Realisasi Target | Realisasi
Persentase
penduduk
1 yang % 85 98,74 116,16 98 99,52 101,55 | 97,75 99,53 101,82 | 99,53 98,40 98,86 [ 100 81,18
terlayani

Sasaran Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum dapat dilihat dari indikator Persentase
penduduk yang terlayani. Capaian kinerja nyata indikator Persentase penduduk yang terlayani adalah

sebesar 81,18% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021
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sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 81,18%. Capaian ini tidak sesuai target yang

diperjanjikan. Capaian ini menurun 17,68 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 98,86%.
Realisasi Persentase penduduk yang terlayani dapat dihitung dari:

Jumlah rumah tangga yang terlayant
% kapasitas unit = x100%
Jumlah total rumah tangga

47.722
= —— x 1009
58.785 %

=81,18%

Penurunan capaian kinerja air minum di banding tahun sebelumnya akibat dari kebijakan
refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga kegiatan -
kegiatan peningkatan akses air minum anggarannya hanya bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus)
maupun dari APBN. Adanya kegiatan pembangunan sumur dalam (deep well) Loktuan yang tidak
selesai (putus kontrak) di tahun 2021 berpengaruh terhadap capaian target penyediaan air minum.
Sementara jumlah penduduk/rumah tangga Bontang yang terus bertambah, sehingga pembaginya secara
persentase mengalami penurunan. Selain itu, seperti telah dibahas pada subbab sebelumnya mengenai
permasalahan SPM pada “Jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-
hari”, masih mengalami beberapa kendala yaitu belum adanya perencanaan secara menyeluruh terkait
pendataan rumah tangga terlayani air minum serta belum tersedianya air baku permukaan. Hal ini dapat
diatasi dengan cara melakukan koordinasi antar wilayah dalam memanfaatkan potensi air baku yang
dapat dikembangkan menjadi air minum dan dilakukannya kajian terhadap jumlah ketersediaan air baku
menjadi air minum tanpa mengurangi penggunanaan air baku untuk kepentingan lain.

Indikator Persentase penduduk yang terlayani ini dicapai melalui Program Pengelolaan
dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Realisasi anggaran yang digunakan untuk
mencapai sasaran 1 adalah Rp.9.119.935.417,00 dari anggaran sebesar Rp.12.793.184.716,00 atau
71,29%. Realisasi keuangan sebesar 71,29% jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sebesar

81,18% maka telah terjadi peningkatan efisiensi sumber daya sebesar 9,89%.
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Sasaran 2

Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.2
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi

_ Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No | 'dikator | coiian % % % % %
Kinerja
Target | Realisasi Target | Realisasi Target | Realisasi Target | Realisasi Target | Realisasi
Persentase
1 gﬁrggg Persen 96 97,38 101,44 | 97,38 99,51 102,00 | 97,40 99,52 102,70 | 99,52 97,15 97,62 100 94,96
bersanitasi

Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi dapat dilihat dari indikator
Persentase Rumah tangga bersanitasi. Capaian kinerja nyata indikator Persentase Rumah tangga
bersanitasi adalah sebesar 94,96 dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 94,96%. Capaian ini tidak sesuai target yang
diperjanjikan. Capaian ini menurun 2,66 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 97,62%.
Realisasi persentase “Rumah tangga bersanitasi” dapat dihitung dari :

Jumlah rumah tangga bersanitast
% Rumah Tangga Bersanitast = x 100%
Jumlah seluruh rumah tangga

55.822
= x 1009
58.785 /o

=94,96%

Terjadinya penurunan capaian dibanding tahun sebelumnya karena kondisi real di lapangan
tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia sehingga target SR tidak tercapai. Selain itu adanya
penolakan dari warga setempat sehingga harus memindahkan lokasi pembangunan TPS3R. Untuk itu
perlu dialokasikan dana pendampingan dari APBD agar target Sambungan Rumah (SR) bisa tercapai
dan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait lokasi TPS3R. Selain kendala tersebut,
terdapat beberapa kendala yang telah dibahas sebelumnya di subbab permasalahan SPM terkait “Jumlah
penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik”. Beberapa kendala tersebut
adalah:
1) minimnya perencanaan karena kurang validnya data terkait penerapan SPM;
2) minimnya koordinasi antar OPD pengampuh SPM terkait kebutuhan data penyusunan SPM;
3) tidak ada database yang valid yang dapat menjadi standar acuan dalam penyusunan SPM;
4) kurangnya anggaran terkait penerapan SPM.

Solusi yang dapat dilakukan terkait permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
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1) Perlunya sistem pendataan dan inventarisasi data terkait penyusunan dan penerapan SPM;

2) perlu ada Tim SPM tingkat kabupaten/kota yang mengkoordinsi setiap OPD pengampuh SPM;

3) mengadakan sebuah tim yang bertanggung jawab sebagai sumber database yang valid;

4) mengalokasikan anggaran yang memadai terkait kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian
penerapan SPM.

Indikator kinerja Presentase Rumah Tangga Bersanitasi dicapai melalui Program
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Realisasi anggaran yang digunakan untuk
mencapai sasaran 2 adalah Rp.7.806.562.952,00 dari anggaran sebesar Rp.8.077.215.149,00 atau
96,65%. Realisasi keuangan sebesar 96,65% jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sebesar

94,96% maka telah terjadi penurunan efisiensi sumber daya sebesar 1,69%.

FOTO DOKUMENTASI
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Sasaran 3

Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan penanganan bencana

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.3

Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pengelolaan Mitigasi dan Penanganan Bencana

. Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No "IL‘?:]':":;Z' Satuan % % % % %
Target | Realisasi Target | Realisasi Target | Realisasi Target | Realisasi Target | Realisasi
Luas
1 \liv(ielggﬁj?ran/ Ha 37,78 29,81 78,90( 29,19 29,19 100,00| 26,28 26,28 100,00| 26,28 33,78 [28,54| 13,91 22,86 60,85
tergenang

Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Mitigasi dan Penanganan Bencana dapat dilihat dari
indikator Luas wilayah kebanjiran/tergenang. Capaian kinerja nyata indikator Luas wilayah
kebanjiran/ tergenang adalah sebesar 22,86 Ha dari target sebesar 13,91 Ha yang direncanakan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 60,85%. Capaian ini
tidak sesuai target yang diperjanjikan. Capaian ini meningkat Point dari capaian tahun sebelumnya
sebesar 32,31%.

Capaian Luas wilayah kebanjiran/tergenang masih jauh dari target RPJMD dan Renstra
disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1) kompleksnya permasalahan banjir baik di hulu maupun di hilir;
2) alokasi anggaran yang tidak sesuai kebutuhan real di lapangan akibat refocusing anggaran;
3) adanya kegiatan penurapan sungai yang tidak selesai di Tahun Anggaran 2021.

Solusi yang dapat dilakukan terkait kendala diatas adalah:

1) perlunya dukungan dari semua pihak baik kabupaten/kota maupun provinsi terkait permasalahan
banjir di hulu maupun di hilir;

2) mengadakan anggaran yang memadai terkait kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator Luas
wilayah kebanjiran/tergenang;

3) diadakan evaluasi, monitoring dan pemecahan permasalahan terkait kendala dalam pelaksanaan
kegiatan sehingga kegiatan dapat selesai tepat waktu.

Indikator kinerja Luas wilayah kebanjiran/ tergenang dicapai melalui Program
Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 3 adalah Rp.24.955.081.077,00
dari anggaran sebesar Rp.50.813.906.053,00 atau 49,11%. Realisasi keuangan sebesar 49,11% jika
dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 60,85% maka telah terjadi kenaikan efisiensi

sumber daya sebesar 11,74%.
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Sasaran 4

Tersedianya infrastruktur kota yang memadai sesuai dengan perkembangan kota

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.4

Analisis Pencapaian Sasaran 4
Tersedianya infrastruktur kota yang memadai sesuai dengan perkembangan kota

No

Indikator
Kinerja

Satuan

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%

Tahun 2019

%

Tahun 2020

%

Tahun 2021

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

%

Persentase
jalan dalam
kondisi baik

Persen

88,19

97,64

110,00

90,63

99,35

109,62

97,84

99,95

102,20

99,95

98,89

98,94

89,99

89,99

100

Sasaran Tersedianya infrastruktur kota yang memadai sesuai dengan perkembangan
kota dapat dilihat dari indikator Persentase jalan dalam kondisi baik. Capaian kinerja nyata indikator
Persentase jalan dalam kondisi baik adalah sebesar 89,99% dari target sebesar 89,99% yang
direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah
100%. Capaian ini sesuai dengan target yang diperjanjikan. Capaian ini meningkat 1,06 Point dari

capaian tahun sebelumnya sebesar 98,94%.

% Jalan dalam kondust batk = Jumlah panjang jalan dalam kondist baik 100%
0Jalan dalam kondust batk = Jumlah panjang jalan keseluruhan X 0

_ 175.784
T 195.337

x 100%

=89,99%

Target Persentase jalan dalam kondisi baik tidak tercapai serta terjadi penurunan capaian
target jalan dalam kondisi baik terhadap tahun sebelumnya disebabkan karena adanya perubahan zona
kawasan dalam RTRW Kota Bontang. Kawasan Bontang Lestari yang semula ditetapkan sebagai
kawasan pemerintahan berubah menjadi kawasan industri. Perubahan zona ini mengakibatkan jalan
menjadi rusak akibat kelas jalan yang tidak sesuai dengan beban tonase kendaraan yang lewat, sehingga
dibutuhkan anggaran yang cukup untuk merekontruksi jalan tersebut.

Indikator kinerja Persentase jalan dalam kondisi baik dicapai melalui Program
Penyelenggaraan Jalan. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 4 adalah
Rp.27.531.035.066,00 dari anggaran sebesar Rp.37.329.161.876,00 atau 73,75%. Realisasi keuangan
sebesar 73,75% jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100% maka telah terjadi

peningkatan efisiensi sumber daya sebesar 26,25%.
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Sasaran 5

Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang
berkelanjutan

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.5
Analisis Pencapaian Sasaran 5

Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang berkelanjutan
. Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No "E:,ﬁ;gr Satuan % % % % %
Target | Realisasi Target | Realisasi Target | Realisasi Target | Realisasi Target | Realisasi
Prosentase
pemanfaatan
ruang yang
1 ZZilgn Persen | 65 65 100.00| 70 48 6857 | 52 52 100.00| 52 48  |9231| 52 48 92,31
RDTR dan
peraturan
zonasi

Sasaran Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
yang berkelanjutan dapat dilihat dari indikator Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan
RDTR dan peraturan zonasi. Capaian kinerja nyata indikator Prosentase pemanfaatan ruang yang
sesuai dengan RDTR dan peraturan zonasi adalah sebesar 48% dari target sebesar 52% yang
direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian Kinerjanya adalah
92,31%. Capaian ini tidak sesuai dengan target yang diperjanjikan. Tidak ada peningkatan capaian dari
tahun sebelumnya dikarenakan revisi perda RTRW Kota Bontang yang masih berjalan.

Indikator kinerja Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RDTR dan
peraturan zonasi dicapai melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Realisasi anggaran
yang digunakan untuk mencapai sasaran 5 adalah Rp.604.374.646,00 dari anggaran sebesar
Rp.695.660.000,00 atau 86,88%. Realisasi keuangan sebesar 86,88% jika dibandingkan dengan
realisasi capaian kinerja sebesar 92,31% maka telah terjadi peningkatan efisiensi sumber daya sebesar
5,43%.

| 32




Sasaran 6

Terlaksananya pembangunan gedung/kantor

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.6
Analisis Pencapaian Sasaran 6
Terlaksananya pembangunan gedung/kantor

. Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
"I’(ci’:;aggr Satuan % % % % %
Target | Realisasi Target | Realisasi Target | Realisasi Target | Realisasi Target | Realisasi
Jumlah
fﬁggnglmmm Unit ; ; ; - ; ; 5 10 |20000| s 5  |10000] 1 1 100
terbangun

Sasaran Terlaksananya pembangunan gedung/kantor dapat dilihat dari indikator Jumlah
gedung/kantor yang terbangun. Capaian kinerja nyata indikator Jumlah gedung/kantor yang
representatif adalah sebesar 5 unit dari target sebesar 1 unit yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Capaian ini sesuai dengan target
yang diperjanjikan.

Pada indikator kinerja ini, terjadi pengurangan target pembangunan gedung karena kebijakan
refocusing anggaran. Terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu Pembangunan Auditorium Sekolah Polisi Negara
(SPN) Tahap Il dan Pembangunan Masjid Terapung belum selesai pengerjaannya sampai akhir masa
kontrak.

Indikator kinerja Jumlah gedung/kantor yang terbangun dicapai melalui Program
Penataan Bangunan Gedung dan Program Pengembangan Permukiman. Realisasi anggaran yang
digunakan untuk mencapai sasaran 6 adalah Rp.55.500.284.228,00 dari anggaran sebesar
Rp.56.398.864.720,00 atau 98,41%. Realisasi keuangan sebesar 98,41% jika dibandingkan dengan
realisasi capaian kinerja sebesar 100% maka telah terjadi peningkatan efisiensi sumber daya sebesar
1,59%.
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BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bontang Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan
pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam
memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP DPUPR Kota Bontang Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja dan evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga

dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Renstra DPUPR Kota Bontang 2017-2021 telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja
Tahunan yang direncanakan pada tahun 2021. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai
berikut :

. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 81,18%

. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 94,96%

. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 60,85%

. Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%

. Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 92,31%

. Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 sasaran tersebut, secara umum telah
tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian Kkinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan
dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.147.034.312.645,00
sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.110.307.424.017,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun
2021 DPUPR Kota Bontang kondisi anggaran adalah Silpa Rp.36.726.888.628,00.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar
Rp.147.034.312.645,00 telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kota Bontang. Berdasarkan pagu anggaran tersebut
maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Bontang adalah 75,02% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang perlu dioptimalkan kembali agar lebih
efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota
Bontang.
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Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Bontang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait
baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif
untuk membangun Kota Bontang.

Bontang, 21 Maret 2021
Kepala,

Drs. USMAN. M.Pd
NIP. 196707201990031003
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